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ABSTRACT 

Along with the times, the forests have undergone many changes in their 

function and purpose. This cannot be separated from the purpose of the forest itself, 

namely that in addition to preventing natural disasters, natural resources can also be 

utilized. In utilizing the forest, sometimes humans use it not in accordance with 

statutory regulations, one of which is illegal logging. 

Illegal logging is an act of cutting down trees illegally or illegally in a forest 

area. Illegal logging also causes losses to the state, the state's financial losses come 

from timber in the forest. The state losses arising from illegal logging crimes are then 

linked to state financial losses resulting from corruption. In this paper, we will discuss 

in depth whether illegal logging can be categorized as a criminal act of corruption, 

considering that there are state financial losses arising from illegal logging. 

This study uses a type of normative legal research, namely by using the 

statutory approach method (statue approach). Meanwhile, the legal materials used in 

this research are primary and secondary legal materials. 

After this research was carried out, the criminal act of illegal logging could be 

categorized as a criminal act of corruption if there was an element of bribery in it. 

However, if the illegal logging crime is not found bribery or corruption, then for law 

enforcement, use the Forestry Law. 
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ABSTRAK 

Seiring dengan perkembangan zaman, hutan mengalami banyak perubahan 

terhadap fungsi dan tujuannya. Hal tersebut tak lepas dari tujuan hutan sendiri, yaitu 

selain untuk mencegah terjadinya bencana-bencana alam juga dapat dimanfaatkan 

sumber daya alamnya. Dalam memanfaatkan hutan terkadang manusia 

memanfaatkannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya 

yang sering terjadi adalah illegal logging. Tindak pidana Illegal logging merupakan 

perbuatan menebang pohon secara liar atau secara tidak sah di kawasan hutan. Illegal 

logging juga menimbulkan kerugian bagi negara, kerugian keuangan negara tersebut 

berasal dari kayu yang ada di hutan. Adanya kerugian negara yang timbul akibat dari 

tindak pidana illegal logging ini kemudian dikaitkan dengan kerugian keuangan negara 

yang berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam penulisan ini akan membahas secara 

mendalam mengenai apakah tindak pidana illegal logging dapat dikategorikan sebagai 

tindak pidana korupsi mengingat adaya kerugian keuangan negara yang ditimbulkan 

dari illegal logging. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative, yaitu dengan 

menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach). Sedangkan 

untuk bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. 

Setelah dilakukan penelitian ini, tindak pidana illegal logging dapat 

dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila terdapat unsur suap-menyuap yang 

ada di dalamnya. Namun, apabila pada tindak pidana illegal logging tidak ditemukan 

adanya suap-menyuap atau korupsi maka untuk penegakan hukumnya menggunakan 

Undang-undang Kehutanan. 

 

Kalimat kunci: Illegal Logging, Tindak Pidana Korupsi, Kualifikasi Tindak Pidana 
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